
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 49 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERU BAHAN EMPAT AT P R T RAN UPATI T SIKMALAYA 
NOMOR 34 TA UN 2014 TE NT N I EMERINTAH 

Menimb ng 

Mengingat 

a, 

DEN 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

MAT UHANY . G 

BUPATI TA KMALAYA, 

fisiensi 

HAESA 

ahwa dalam rang a 
akuntansi Pemerintah 
menyesuaikan Peratur 

14 tent g Kebij 

Kabupate Tasikmalaya , perlu 
Bupati Tasikmalaya No 34 Tahun 

A n si Pe e 'ntah bu paten 

.... "' ...... 1'> ....... ... Peraturan 
tentang 

34 ah ten ang K 
a ikmalaya 

kuntansi 
Pe erintah bu ate Tasikmalaya ; 

h, b wa ber asarkan p rtimbangan sebagaimana imaksud 
alam f a, perlu meneta an eraturan Bupati 

Tasikmalaya te ang eru an Keempat Atas P raturan 

1. U d 

Barat {Berita Ne a 
s agai ana telah di 
Tahun 968 tentan 

Ta un 2014 te tang Kebijakan 
ten Tasikm a a; 

e bentukan 
Lingku gan Propinsi Djawa 

publ'k Indones 'a ahun 1950), 

ah d n an Un an - ndang Nomor 4 

Pembent kan abupaten Purwakarta 
dan Kabupa e Subang engan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 9 50 te tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam 'ngkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , 
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Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3852) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201 4 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara 
Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6523) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nornor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA. 

PasalI 

Ketentuan Bab XII dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 34), yang telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati: 
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a. Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 54); 

b . Nomor 60 Tabun 2017 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 
Nomor 60) ; 

c. Nomor 151 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 34 Tabun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 
Nomor 151). 

diubah sebagai ana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahka n dari Peraturan Bupati in L 

Pasal II 

Peratu r Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar etiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di ingaparna 
pada tanggal, 8 Juli 2020; 

SEKRETA 
KABUPATEN 

DAERAH 

D . teta kan di Si gaparna 
pad a tanggal & Juli 2Q20) 

IK ALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 48. 


